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BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGEI,OI"AAN BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUR\TIORF^IO,

a. bahwa ddam rangka pembangunan desa guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu
pembangunan sarana dan prasarana pemerintatr desa
yang memadai berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa unttrk mendukung pembangunan sarana dan
prasarana pemerintatr desa sebagaimana dimaksud dalam
hunrf a, Pemerintatr Ifubupaten hrrworejo akan
memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus
kepada Pemerintah Desa unhrk kegiatan peningkatan
sarana dan prasarana Pemerintah Desa;

c. bahwa unhrk memberikan dasar hukum dan pedoman
dalam pemberian, pengelolaan dan pertanggungjawaban
Banttran Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana
dirnaksud dalam huruf b serta unhrk melaksanakan
ketentuan BAB II huruf D angka 5 huruf d angka 6)
Lampiran Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, diperlukan pengahrran mengenai
pengelolaan Bantuan Keuangan yang ditetapkan dengan
Perahrran Bupati;

d. batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimahsud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan
Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa
unhrk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana;
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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Daerah-Daerah Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 195O Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tcntang Perahrran

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan
Nomor 6856);

Negara Republik Indonesia

Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta lGrja menjadi Undang-Undang
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerinteh Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelalsanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tcntang Desa (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tr;ntang Desa (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol5 Nomor 41, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}:vn 2O2O
tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
L78Ll;

8. Peraturan Daerah l(abupaten Rrrrrorejo Nomor 15 Tahun
2O2O tents,ng Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran
Daerah o Tahun 2O2O Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rrrn orejo Nomor
15);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEI,OLAAN
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERII\TTAH
SARANA DAN

DESA UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pur:worejo.
2. Daerah adalah sebagai unsur

Daerah yang
urusan Pemerintahan yang menjadi

daerah otonom.
3. Bupatiadalah Bupati Purworejo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purrrorejo
5. Perangkat Daerah adalah unsur Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disinglat SKPKD adalah Daerah selaku unsur
penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah
5rang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.

7. Pejabat Pengelola Daerah yang selanjutnya
PPKD adalah Kepala SKPKD yang

tugas anggaran
dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara
umum Daerah.

8. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang
urusan Daerah bidang

pem masyarakat dan Desa.
9. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah kepala Perangkat

Daerah yang
Daerah bidang

1O. Camat adalah

11. Desa adalah kesatuan
batas wilayah yang

urusan
pemberdayaan masyarakat dan Deea.

Kecarnatan yang berada di bawah
dan bertangung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah Kabupa.ten Purworejo.

masyarakat hukum yang memiliki
untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan rnasyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berada di Daerah.
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16. Kegiatan
kegiatan

12. Pemerintahan Desa adalah urusan
setempatpemerintahan dan kepentingan

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Indonesia.

13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa seb"gei unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

14. Kepala Desa adalah pejabat Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

rumah tangga desanya dan
tugas dari Pemerintah dan

Daerah.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
secara demokratis.

Sarana dan Prasarana adalah
pengadaan, peningkatan dan/atau pembangunan

untuk
Desa.

lT.Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada
Pemerintah Desa untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan
Prasarana yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan
adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada Desa untuk Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa.

18.Tim Anggaran Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan

kebljakan Bupati dalam rangka
penyusunan APBD.

19.Tim Evaluasi dan Verifikasi adalah tim yang dibentuk
Kepala Daerah Teknis untuk
pelaksanaan evaluasi dan verilikasi permohonan Bantuan
Keuangan dan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan
di tingkat Kabupa.ten.

20. Tim Verilikasi dan Evaluasi Kecamatan adalah tim yang
dibentuk oleh Camat untuk
verifikasi dan evaluasi permohonan Bantuan Keuangan di
tingkat Kecamatan.

21. Anggaran dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat adalah nencana keuangan
tahunan Daerah yang dengan
Daerah.

22. Anggararr
disingkat

dan a Desa selanjutnya
adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Desa.
23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran
Daerah pada bank yang ditetapkan.

sarana dan prasarana Pemerintah
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24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah
rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa
yang seluruh
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa
pada bank yang ditetapkan.

25. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Bantuan Keuangan yang
selanjutnya disingkat RAB Bantuan Keuangan adalah
dokumen yang memuat rincian anggaran dan biaya
termasuk spesilikasi barang, volume dan harga yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang
bersumber dari Bantuan lGuangan oleh Pemerintah Desa.

26.Kepala Urusan adalah unsur Desa
yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dan bertugas

/ membayar,
menatausahakan, dan
penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam
rangka pelaksanaan APBDesa.

2T.PengadaanBarang/ Jasa di Desa yang selaqiutnya disebut
Jasa adalah kegiatan untuk

memper'oleh barang/ jasa oleh Pemerintah Desa, baik
dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui
penyedia barang/ jasa.

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

lnl

il

Desa dan

dengan maksud untukPeraturan
memberikan landasan hukum dan pedoman bagi:
a. Pemerintah Daerah dalam penganggaran dan penyaluran

serta monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan; dan
b, Pemerintah Desa dalam pelaksanaan dan penatausahaan,

penggunaan, serta pertanggungiawaban dan
Keuangan.

Pasal 3

Perattrran Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk:
a. mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi

dalam dan
dan

pelaporan, serta monitoring dan evaluasi
Keuangan; dan

b. mewujudkan pengelolaan Bantuan Keuangan yang efektif,
elisien, transparan, dan akuntabel.
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Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan sesuai
kemampuan keuangan Daerah.

(2) Bantuan Keuangan dikelola dengan prinsip hemat, terarah
dan terkendali serta harus dapat dipertanggungiawabkan
secara administrasi, teknis dan hukum.

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan
dibukukan dalam buku administrasi keuangan Desa
sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Desa oleh
Kepala Urusan Keuangan.

Pasa1 5

(1) Bantuan Keuangan dikelola berdasarkan asas:
a.
b. dan
c. tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan Bantuan Keuangan berdasarkan asas
transparan
agar masyarakat
benar, jujur dan tidak dalam
Bantuan Keuangan dengan tetap

atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia
pengelolaan keuangan Daerah atau Desa.

(3) Pengelolaan Bantuan Keuangan berdasarkan asas
akuntabel sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) huruf b
untuk agar Bantuan Keuangan

sesuat peraturan
dalam

rangka telah
dibtapkan.

(4) Pengelolaan Bantuan berdasarkaan asas tertib dan disiplin
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c
agar Bantuan Keuangan harus dilaksanakan
secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung
bukti/data dukung yang

dan

dengan
dapat

di dan sesual
ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur pedoman
pengelolaan Bantuan Keuangan yang meliputi:
a. perencanaan dan penganggaran;
b. pelaksanaan dan penatausahaan;
c. penggunaan;
d. pertanggungjawaban dan pelaporan;
e. monitoring dan evaluasi; dan
f. pembinaan dan pengawasan.
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BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAAN

Bagian Kesatu

Pasal 7

(1) Kepala Desa untuk
mendapatkan Bantuan Keuangan secara tertulis kepada
Bupati.

(2) Permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) dibubuhi stempel dan ditandatangani Kepala
Desa serta diketahui oleh Camat.

(3) Permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilengkapi dengan:
a. proposal kegiatan, yang memuat paling sedikit:

1. latar belakang;
2. maksud dan hrjuan;
3. RAB Bantuan Keuangan;
4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan anggaran;

dan
5. alamatyang jelas disertai denah lokasi kegitan;

b. surat
dana

pemyataan kesanggupan untuk menyediakan
pendamping, jika diperlukan

c. gambar rlencana dan konstruksi bangunan atau
lain yang sejenis untuk kegiatan fisik/

kontruksi.

Bagian Kedua

Pasal 8

(1) Unit kerja di Sekretariat Daerah
Purworejo yang menangani
pencatatan terhadap
untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupa.ti.

(2) Bupati memberikan disposisi kepa.da Kepala Perangkat
Daerah Teknis untuk melakukan evaluasi dan verilikasi

Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan
pemberian disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Wakil Bupati.
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(4) Permohonan Bantuan Keuangan yang telah mendapatlan
disposisi dari Bupati sslagaimana dimaksud pada ayat (2)
diteruskan kepada kepala unit kerja di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupa.ten Purworejo yang
memfasilitasi Bantuan Keuangan untuk dicatat dan
didistribusikan sesuai disposisi Bupati kepada Kepala
Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 9

(1) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (4) yang dilakulen oleh Perangkat
Daerah Teknis, permohonan Bantuan Keuangan belum
benar dan/atau belum lengkap, Perangkat Daerah Teknis
mengembalikan permohonan Bantuan Keuangan kepada
Kepala Desa pding lambat 7 (ttljuh) hari kerja setelah
pelaksanaan evaluasi.

(2) Terhadap pengembalian permohonan Bantuan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa harus
menyampaikan kembali permohonan Bantuan Keuangan
yang telah dibetulkan dan/atau dilengkapi kepada
Perangkat Daerah Teknis dalam waktu paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal pengembalian permohonan
Bantuan Keuangan.

(3) Dalam hat Kepala Desa tidak dapat membetulkan
dan/atau tidak melengkapi permohonan Bantuan
Keuangan dalam batas walrttr yang ditentukan
sebagai'nana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah
Teknis menyarnpaikan surat penolal<an kepada Kepala
Desa.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (4) menyatakan permohonan Bantuan
Keuangan telah sesuai dengan ketentuan, Perangkat
Daerah Teknis selanjutnya melaksanakan verilikasi guna
mengetahui kesesuaian antara isi permohonan Bantuan
Keuangan dan kebenaran dokumen kelengkapan
p€rsyaratan dengan keadaan yang sebnarnya.

Pasal 1O

(1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (4) menyatalan bahwa permohonan Bantuan
Keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlalu,
hasil evaluasi dan verifikasi disampaikan oleh Kepala
Perangkat Daerah Teknis kepada SKPKD selaku
Sekretariat TAPD dalam bentuk rekomendasi.
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(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
keterangan mengenai hasil evaluasi dan verifikasi terhadap
berkas Bantuan Keuangan dengan disertai

tentang persetujuan atau
permohonan Bantuan Keuangan berikut besaran Bantuan
Keuangan yang direkomendasikan.

(3) SKPKD selaku Sekretariat TAPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggaral<an rapat TAPD dafam rangka
memberikan pertimbangan terhadap rekomendasi yang
disetujui oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan
prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

(4) Jika berdasarkan pertimbangan dari TAPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) permohonan Bantuan Keuangan
yang diajukan tidak dapat disetujui, TAPD mengembalikan
permohonan Bantuan Keuangan kepada Perangkat Daerah
Teknis untuk
disertai alasan

dikembalikan kepada Kepala Desa dengan

(5) Ketentuan mengenai format rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak
Bupati ini.

dari Peraturan

Pasal 1l

(1) Kepala Perangkat Daerah Teknis membentuk Tim Evaluasi
dan Verifrkasi untuk melakukan evaluasi dan verilikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), yang

dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah
Teknis.

(2) Tim Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pa.da
ayat (l) terdiri atas ketua, seknetaris, dan anggota.

(3) Ttm Evaluasi dan Verifrkasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas:
a. melaksanakan evah:asi dan verifrkasi administrasi dan

teknis terhadap permohonan Bantuan Keuangan dan
permohonan penyaluran Bantuan Keuangan;

b. membuat laporan hasil evaluasi dan verifikasi
terhadap Bantuan Keuangan dan

Bantuan Keuangan yang
dituangkan dal,am berita acara;
menyiapkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak

Bantuan Keuanganatas
untuk
Teknis; dan

ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah
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berita acara hasil evaluasi dan
verifikasi Bantuan Keuangan kepada
Kepala Perangkat Daerah Teknis yang merupakan
bahan pertimbangan dan dasar bagi Kepala
Daerah Teknis untuk memberikan rekomendasi kepada
Bupati melduiTAPD.

Pasal 12

(1) dari Kepala Perangkat Daerah Teknis
dimaksud dalam Pasal 1O ayat (1) dan

pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (3), menjadi dasar pencantuman alokasi
anggaran Keuangan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), rancangan Kebljakan Umum
APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).

(2) Bantuan Keuangan dicantumkan dalam rencana kegiatan
dan anggaran satuan kerja perangl<at daerah pada SKPKD.

(3) Rencana kegiatan dan anggaran satuan kerja perangkat
daerah dimaksud pa.da ayat (1), menjadi
dasar penganggaran Bantuan Keuangan dalam APBD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran
Bantuan Keuangan dicantumkan dalam Peraturan
t€ntang Peqiabaran APBD.

(5) Pencantuman daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran Bantuan Keuangan dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan alokasi anggaran di Kebiiakan Umum
APBD (Iru$ dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

d.

(PPAS) beserta
TAPD.

dan

sesuat

Pasal 13

(1) Bantuan Keuangan
Daerah setelah

belanja urusan
pemerintahan pilihan serta alokasi

wajib dan
belanja

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan,

urusan
yang

kecuali
lain sesuai dengan

(2) Bantuan Keuangan dalam pada
belanja transfer pada SKPKD yang

ke dalam program, dan sub
kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja bantuan



BAB IV

PEI"AKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 14

(1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan berdasarkan
atas dokumen anggaran satuan kerja
perangkat daerah pada SKPKD.

(2) Penerima dan besaran penerimaan Bantuan Keuangan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berdasarkan
pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD.

(3) Kepuhrsan Bupati tentang
penerimaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diajukan oleh Perangkat Daerah Teknis.

(4) Keputusan Bupa.ti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi dasar penyaluran Bantuan Keuangan.

(5) Pencairan Bantuan Keuangan dilakukan dengan cara
langsung (LS).

Bagian Kedua

Pasal 15

(1) Banhmn Keuangan dapat disalurkan kepada
Desa penerima Bantuan Keuangan jika telah tercantum
dalam APBDesa atau
berkenaan.

APBDesa tahun

(2) Bantuan Keuangan setiap Desa disalurkan dari RKUD ke
RKD.

(3) Datam hal terdapat perbedaan besaran Bantuan Keuangan
yang tercantum dalam APBDesa dan APBD, penyaluran
Banhran Keuangan ke RKD menggunakan besaran
Bantuan Keuangan yang tercantum dalam APBD dan
selanjutnya Pemerintah Desa melakukan penyesuaian
besaran Bantuan Keuangan melalui mekanisme perubahan
APBDesa.

dan besaran
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Pasal 16

(f) Dalam hal Bantuan Keuangan tidak dapat disalurkan
sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya
tahun anggaran berkenaan yang disebabkan kesalahan/
keldaian dari Pemerintah Desa, Bantuan Keuangan tidak
dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

(2) Dalam hal Banhran Keuangan tidak dapat disalurkan
sampai dengan tahun anggaran, bukan
disebabkan kesalahan/ kelalaian dari Pemerintah Desa,
Bantuan Keuangan dapat dianggarkan kembali pada tahun
anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan

Bagian Ketiga
dan Tata Cara

Pasal 17

(U Kepala Desa
Keuangan secara terttrlis kepada Bupati c.q.

PPKD melalui Camat, dengan dilampiri dokumen
persyaratan berupa.:
a. kuitansi tanda terima Bantuan Keuangan bermeterai

cukup yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan
Kepala Urusan Keuangan serta distempel basah;

b. fotokopi buku RKD yang dilegalisir pejabat
bank yang

c. Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa
tentang Perubahan APBDesa;

d. RAB Bantuan Keuangan yang diceAk dari aplikasi
sistem keuangan Desa;

e. gambar teknis konstruksi yang disetujui oleh unit
teknis Perangkat Daerah yang membidangi
urnurn, jika Kegiatan Sarana

dan Prasarana berupa. bangunan konstruksi;
f. surat pernyataan tanggungjawab muflak Kepala Desa

atas penggunaan Bantuan Keuangan tahun anggaran
berkenaan, bermeterai cukup; dan

g. surat tanggung jawab mutlak kepala
seksi/kepala urusan selaku pelaksana kegiatan
anggaran sesuai tugas dan fungsi atas penggunaan
dana Banhran IGuangan, bermeterai cukup.

(2) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebegaimura
dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa
dan dibubuhi stempel basah serta diketahui Camat.

13 t2 I 8 7 6 5 4 3 2 I
k I

l1 r0t r-:!



(3) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan FrJ

dimaksud pada ayat (f) dibuat dalam ranglep 4 (empat),
dengan ketentuan:
a. I (satu) rangkap asli disampailran kepada Bupati c.q.

Kepala SKPKD selaku PPKD;
b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu

Kepala Perangkat Daerah Teknis;
c. 1 (satu) rangkap salinan kedua

Camat; dan
d. I (satu) rangkap salinan ketiga sebagai arsip

Pemerintah Desa.

(4) Penyaluran Bantuan Keuangan setelah
oleh Pemerintah Desa dansemua

berkas permohonan penyaluran Bantuan Keuangan telah
diterima oleh Kepala SKPKD selaku PPKD secara lengkap,
benar, dan sah.

(5) Ketentuan format
Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

kepada

kepa.da

terpisahkan dari Perattrran Bupati

Pasal 18

lnl.

(1) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal L7 ayat (ll, oleh
Kepala Desa dengan surat pengantar kepada Camat untuk
mendapatlan verifikasi dan evaluasi.

(2) Permohonan penyaluran Banttran Keuangan sebqgaimana
dimaksud pada ayat (1) yang belum lengkap, benar, dan
sah dikembalikan oleh Camat kepada Kepala Desa untuk
dibetulkan dan/atau dilengkapi.

(3) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana
dimaksud pa.da ayat (2) yang telah dan

diajukan kembali kepada Camat untuk
mendapatkan verifikasi dan evaluasi.

(4) Camat membentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan verifikasi dan
evaluasi permohonan penyaluran Banttran Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

(5) Camat menyampaikan permohonan penyaluran Bantuan
Keuangan yang telah lengkap, benar, dan sah berdasarkan
hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dan ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah
Teknis dengan surat pengantar dan dilampiri:
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a. berita acara atas hasil verifikasi dan evaluasi
Bantuan

Keuangan dari Tim Verilikasi dan Evaluasi
dan

b. rekomendasi Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi
persyaxatan permohonan Bantuan Keuangan.

(6) Pembentukan, susunan
Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(7) Ketentuan mengenai format berita acara dan rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam

yang merupakan bagian tidak dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan beserta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (5) dilakukan verilikasi oleh Tim Evaluasi dan
Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Permohonan penyaluran

belum lengkap, benar, dan sah berdasarkan hasil verifikasi
Tim Evaluasi dan Verilikasi, dikembalikan kepada Kepala
Desa yang mengajukan permohonan Banhran Keuangan
untuk dibetulkan dan/atau dilengkapi.

(3) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana
dimaksud pa.da ayat (1) yang telah dibetulkan dan
dilengkapi diajukan kembali kepada fim Evaluasi dan
Verifikasi untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.

(4) Dalam hal Kepala Desa tidak membetulkan dan/atau tidak
melengkapi permohonan Bantuan Keuangan se
dimaksud pada ayat (3) di ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

(5) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan beserta

dan tugas tim

hasil verifikasi se
ayat (1) diajut<an oleh Kepala
kepada Bupa.ti c.q.
surat pengantar dan
a. rekapitulasi besaran Ban

untuk disalurkan; dan

Kepala SKPKD selaku PPKD dengan

Bantuan Keuangan beserta
dimaksud pada ayat (1) yang

dimaksud pada
Daerah Teknis

tuan Keuangan yang dimohon

hasil verifikasi persyaratan
Banhran Keuangan dari Tim

yang telah lengftap, benar, dan sah

b. berita acara atas

Evaluasi dan Verilikasi
ayat (1).
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(6) Ketentuan mengenai format berita acara atas hasil
verifikasi persyaratan permohonan penyaluran Bantuan
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2O

(1) Kepala SKPKD melakukan penelitian terhadap kelengkapan
berkas Bantuan Keuangan
sebegaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).

(2) Penyaluran Bantuan Keuangan dilakukan berdasarkan
Keputusan Bupati tentang penerima dan besaran
penerimaan Bantuan Keuangan dilengkapi dengan kuit€nsi
tanda terima Bantuan Keuangan dan kuitansi dinas.

(3) Kepafa SKPKD selaku PPKD Banfiran
Keuangan dari RKUD ke RKD melalui bank penyalur yang
ditunjuk Bantuan
Keuangan sebagaimana dimaksud pa.da ayat (f) yang telah
lengkap, benar dan sah sesuai dengan ketentuan
pengelolaan keuangan Daerah.

(4) Kepala SKPKD selaku PPKD mengembalikan permohonan
penyaluran Bantuan Keuangan yang belum lengkap, benar
dan sah kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis untuk
dibetulkan dan/atau dilengkapi.

(5) Kepala SKPKD selaku PPKD surat
kepadapemberitahuan pen5raluran Bantuan Keuangan

Kepala Desa melalui Camat dengan tembusan kepada
Kepala Perangkat Daerah Teknis.

BABV

PENGGUNAAN

Pasal 2l

(1) Bantuan Keuangan yang diterima oleh Desa
untuk membiayai kegiatan berupa:
a. pengadaan sarana kantor Desa terdiri atas:

1. mebelair berupa. meja dan kursi kerja, meja dan
kursi tamu, dan/atau meja dan kursi rapat;

2. sarana
3. sarana
4. aplikasi sistem informasi;

perpustakaan atau pojok baca;
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5. perangkat elektronik berupa: komputer, laptop,
printer, soanner, sound sgstem. dan/ atau proyektor;

6. bac*drop playanan; dan/atau
7. layar proyektor; dan/atau

b. pembangunan dan/ atau rehabilitasi prasarana kantor
Desa.

(2) Prasarana kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b tidak termasuk pembangunan:
a. gapura;
b. pagar;
c. jalan;
d. halaman;
e. tempat parkir; atau
f. papan nama.

(3) Penganggaran Pengadaan Barang/ Jasa yang dibiayai dari
Bantuan Keuangan tidak melebihi alokasi dana Bantuan
Keuangan yang diterima.

(4) Biaya administrasi Pengadaan Barang/ Jasa s6[ageim4n4
dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBDesa.

(5) Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Peningkatan Sarana
dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur Pengadaan Barang/ Jasa yang
bersumber dari APBDesa.

Pasal22

(l) Bantuan Keuangan dalam APBDesa yang tidak
direalisasikan pada tahun anggaran berjalan harus
disetorkan ke RKUD dan tidak diperhitungkan sebagai sisa
lebih perhitungan anggaran di RKD.

(2) Dalam hal kegiatan lisik yang dibiayai Bantuan Keuangan
telah selesai dilaksanakan dan terdapat sisa anggaran
Bantuan Keuangan, harus disetorkan ke RKD untuk
diperhitungkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran.

(3) Sisa anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
padl ayat (2) dapat dianggarkan kembali unhrk membiayai
Kegiatan Peningkatan Sarana dan prasarana pada ahun
anggaran berikutnya.

(4) Sisa anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
gada aya! (2) yar;;e tidak digunakan untuk membiayai
Kegiatan Peningkatan Sarana dan prasarana pada taliun
anggaran berikutnya, harus disetorkan ke RKUD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 23

Pemerintah Desa yang menggunakan Bantuan Keuangan tidak
sesuan Frq dimaksud dalam Pasal 21
ayat (l), ayat (2) dan ayat (3), harus mengembalikan Bantuan
Keuangan yang diterimanya kepada Pemerintah Daerah.

BABVI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEI,APORAN

Pasat24

(1) Kepala Desa bertanggung jawab penuh secara formil dan
materiil atas penggunaan Bantuan Keuangan.

(2) Pertanggungiawaban terhadap Bantuan
Keuangan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang
merupakan bagian tidak dari
pertanggungiawaban pelaksanaan APBDesa.

(3) Dalam hal terdapat
penggunaan Bantuan Keuangan dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Kecamatan hanya

jawab terhadap pengaJuan
penyaluran anggaran.

Pasal 25

(1) Kepala seksi/kepala urusan selaku pelaksana kegiatan
anggaran jawab atas kegiatan
yang bersumber dari Bantuan Keuangan sesuai tugas dan

(2) Laporan pertanggungiawaban Bantuan
Keuangan disusun oleh kepala seksi/kepala urusan selaku
pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugas dan
tanggungiawabnya dengan dilampiri bukti/data dukung

yang lengkap, benar dan sah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

(3) Laporan penggunaan Bantuan
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah
diverifikasi dan mendapa.t pengesahan dari Sekretaris Desa

oleh kepala seksi/kepala urusan selaku
pelaksana kegiatan anggaran kepada Kepala Desa dengan
disertai:
a. laporan

anggaran; dan
b. bukti/ data dukung administrasi pengeluaran yang

lengkap, benar dan sah.

kegiatan dan
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(4) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan
penggunaan Bantuan Keuangan

kepada Bupati c.q. Kepala SKPKD melalui Kepala
Perangkat Daerah Teknis, berupa:
a. salinan bukti/ data dukung

yang lengkap, benar dan sah;
b. foto kegiatan atau hasil pengadaan barang/ jasa; dan
c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa

yang bahwa Bantuan Keuangan yang
diterima telah sesuan Bantuan
Keuangan, bermeterai cukup.

(5) l,aporan
Keuangan

penggunaan Bantuan

setelah kegiatan selesai dilalsanakan paling
lambat tanggal 1O Januari tahun berikutnya.

(6) Salinan Laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Camat.

(7) Asli laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (4)
sebagai objek

disimpan Pemerintah Desa dan digunakan

dimaksud pada ayat (4)

(8) Kepala Perangkat
rekapitulasi laporan

Daerah Teknis
penggunaan

Bantuan Keuangan dimaksud pada ayat (4)
kepada Bupati c.q. Kepala SKPKD.

(9) Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan
Bantuan Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenai
sanksi berupa tidak diberikan Bantuan Keuangan pa.da
tahun berikutnya.

Pasal 26

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap
Keuangan dilakukan sebagai upaya

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Bantuan
kegiatan

agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, dan tertib

(2) Monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat
(1) dilalnil<an secara beq'enjang pada tingkat kecamatan
oleh Camat dan
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(4) Pengendalian kegiatan
ayat (1) dilaksanakan
dan/atau fisik.

(3) Monitoring dan evaluasi dimaksud pada
ayat (l) dilakukan dengan pemantauan secara berkala,
baik pada saat persiapan, pelaksanaan dan pasca kegiatan.

sq dimaksud pada
pada administrasi kegiatan,

(5) Camat dan IGpaIa Perangkat Daerah Teknis sesuai
kewenangannya dapat membentuk tim untuk mendukung

monitoring dan evaluasi
dimaksud pada ayat (1).

BABVIII

PEMBINAAN DAN PENGA1TIASAN

Pasal27

(1) Pembinaan terhadap Bantuan Keuangan
dilaksanakan oleh Bupati dan Camat.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
pemberian pedoman dan bimbingan terhadap pengelolaan
dan pelaporan Bantuan Keuangan.

(3) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah
Teknis.

(4) Camat dan Kepala Daerah Teknis sesuai
kewenangannya dapat membentuk tim untuk mendukung
pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1).

(l)

Pasal 28

terhadap Keuangan
berupa pengawasan umum oleh dan
pengawasan fungsional oleh aparat pengawasan intern
pemerintah.

(2t se
dimaksud pada ayat (1) oleh BPD dan
ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Banhran

umrun oleh
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(3) Pengawasan fungsional oleh aparat pengawasan intem
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan.

(a) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan umum oleh
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditemukan indikasi terjadinya dan/atau

Bantuan Keuangan,
dilaksanakan secara mulai dari tingkat Desa,
tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh
aparat pengawasan intern sd
dimaksud pada ayat (3), indikasi terjadinya

dan/atau Bantuan
Keuangan, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ddam hal berdasarkan hasil pengawasan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) daurrl atau
pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), ditemukan indikasi terjadinya tindak pidana,

diserahl<an kepada aparat penegak
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

BAB IX

KETENTUAN LAIN-IJq'IN

Pasal 29

(1) Kerugian Desa, Daerah, darrlatanu kerugian Negara yang
disebabkan adanya pelanggaran administratif dan/ atau
tindak pidana dalam Bantuan Keuangan
diselesaikan sesuai dengan ketentuan

(2) Dalam hal Desa. tidak dapa.t
iTirtrm penggunaan
Bantuan Keuangan karena tindakan Kepala Desa dan/atau
Perangkat Desa, maka dibebankan

Desa yangkepada Kepala Desa dan/atau
bersanglutan sesuai dengan ketentuan
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BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupa.ti ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah lhbupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

I BUPATI

f,oUS 
BASTTAN

REJO,
t?

t

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PURWORF^IO,

ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE'O
TAHUN NOMOR SERI NOMOR
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I"AMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWORE IO
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PENGEI.OI,AAN BAI.ITUAN
KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA

FORMAT DOKUMEN ADMINISTRASI PENGEIOI,AAN BANTUAN KEUANGAN

A. REKOMENDASI EVALUASI DAN VERIFIKASI PERMOHONAN BANTUAN

KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURWORE IO
DINAS

Alamat:@

REKOMENDASI
HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN

YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERIMAH DESA UNTUK KEGIATAN
PEMNGKATAN SARANA DAN PRASARANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BEI"ANJA DAERAH KABUPATEN PURWORE.'O TAHUN ANGGARAN ......
NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Pangkat/Golongan
NIP
Jabatan Kepala Dinas ......

Merryatakan bahwa:
f. Kami telah melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan

Bantuan Keuangan yang Bersifat Ktrusus Kepada Pemerintah Desa untuk
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana dari Angaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran .... yang
diajukan Pemerintah Desa ..... Keca.matan ...;

2. Pelaksanaan evaluasi dan verifikasi terscbut di atas oendasarkan pada
Peraturan Bupati Punrorejo Nomor ... Tahun ... t€ntang Pedoman
Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah
Dcsa untuk Kegatan Feningkatan Sarana dan Prasarana serta ketenhran
peraturan perundang-undangan lainnya; dan

3. Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan Bantuan
Keuangan yang Bersifat Ktrusus Kepada Femerintah Desa untuk Kegiatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana dari Angaran Pendapatan dan Belanja
Daerah I(abupaten Rrnrorcjo Tahun Anggaran ......... telah dinyatakan
lengfup, benar dan sah sesuai ketentuan yang bedaku serta memenuhi
syarat untuk alokasi dana Bantuan Keuangan, maka dengan
ini kemi Rekomendasikan bahwa Desa s6lqgaimang terlampir SITDAE
I.AYAT TUDEROI,EB AI,OTASI DAIIA BAIITI'.AIf TTI'AXGAT.
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Demikian rekomendasi ini dibuat dan untuk dapat
sebagaimana mestinya.

KEPAI,ADINAS

Pangkat
NIP .....................
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DAFTAR NAMA DESA YANG TEI,AH I.AYAK MENERIMA AIOKASI
DANA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK KEGIATAN

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
DARI APBD KABUPATEN PURWORE.IO TAHUN ANGGARAN

NO DESA
JUMLAH
USUI,AN

(Rp)

JUMI.AH
AIOKASI

(RPI

HASIL
EVALUASI

VERIFIKASI
I kngkap, benar

dan sah
kngkap, benar

dan sah
2

3 Lengkap, benar
dan sah

4 kngkap, benar
dan sah

5 kngkap, benar
dan sah

6 Iengkap, benar
dan sah

dst

JUMLAH

KEPAI,A DINAS

Pembina
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B. SURAT PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURWORE.IO
KECAMATAN

KEPALA DESA
Alamd:

G

Nomor

Perihal
Dana Bantuan Keuangan
yang Bersifat Khusus kepada

Desa untuk

Purworejo, (tanggal) (bulan) (tahun)

Kepada:

Yth. BUPATI PURWORE"IO
c.q. Kepala Badan
Kabupaten Purworejo
selaku PPKD
di-

I
(.. .)

I

Kegiatan Peningkatan Sarana
dan Prasarana dari APBD
Kabupaten hrrworej o Tahun
Anssaran,.,

Berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor: .../
... / ... tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerima.an
Alokasi Dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus
Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Peningkatan Sarana
dan Prasarana dari APBD Ihbupaten Purworejo Tahun
Anggaran ......., bahwa pa.gu alokasi dana bantuan keuangan
yang brsifat khusus, Desa .... Kecamatan ..... Kabupaten
Purworejo adalah sebesar Rp............. (..... rupiali.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami
dana Bantuan

Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa
untuh Kegiatan Sarana dan Prasarana dari

Tahun Anggaran ....... sejumlah
Rp.... (....... rupiahf dan mohon untuk ditransfer ke:

NomorRekening : ..,........,......
Atas Nama : RKD
Nama Bank : ..................
Cabang/Capem : ..................

Sebagai persyaratan hrsama ini kami lampirkan
1. kuitansi tanda terima bantuan keuangan bermeterai

cukup yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Kepala
Urusan Keuangan serta distempel basah;

2. fotokopi buku RKD, dilegalisir pejabat bank
yang

3. Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa
tentang Perubahan APBDesa;

4. RAB Bantuan Keuangan yang dicetak dari aplikasi sistem
keuangan Desa;'/

5. gambar teknis konstnrksi yang disetujui oleh unit
pelaksana teknis perangkat daerah yang
pekerjaan umum, jika Kegiatan Peningkatan Sarana dan
Prasarana berupa bangunan konstruksi;
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6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa
atas penggunaan bantuan keuangan tahrrn anggaran
berkenaan, bermeterai cukup; dan

7. surat tanggung jawab mutlak kepala
seksi/kepala urusan selaku pelaksana kegiatan anggaran
sesuai tugas dan fungsi atas penggunaan dana bantuan
keuangan, bermeterai cukup.

Demikian untuk periksa dan atas
lnl terima kasih,

CAMAT.... , KEPAT.A DESA... ,

pangkat
NIP...

Keteranadtu
) RAB PERUBAIIAN, apobila ada
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C. KUITANSI TANDA TERIMA BANTUAN KEUANGAN

KUITANSI TANDA TERIMA

Nomor :

Telah diterima dari

Uang sebanyak

;PEMERII{TAH KABUPATEN PURWORE.'O

Rp. ..............,00

(..................... ruPta\
Guna membayar Bantuan

kepada
Keuangan yang Bersifat Khusus

Desa untuk Kegiatan
Sarana dan Prasarana dari APBD

I(abupaten hrrworejo Tahun Anggaran
berupa ....
Desa :

Kecamatan :

I(abupaten :

Nomor Rekening :

Atas Nama : RKD.................

Nama Bank :

Cabang/Capem :

Purworejo, (tanggal) (bulan) (tahun).

Mengetahui:
KEPAI.A DESA ..., KAUR KEUANGAN,

ttddanmp
Mderai

tulO.OO0
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D. SURAT PERI,IYATAAN TANGGUNG JA\VAB MUTI,AK KEPAI,A DESA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWORE.IO
KECAMA'TAN
KEPAI,A DESA

Alamat:

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MI.ITI.AK KEPAI,A DESA
ATAS PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGANYANG BERSIFAT KHUSUS

KEPADAPEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
DARIANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH KABUPATEN

PURWOREIO TAHUN ANGGARAN ....
NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Jabatan
Alamat

: Kepala Desa ......

Dengan ini atas nama Pemerintah Desa .............'.' kami
dengan bahwa dana Bantuan IGuangan yang Bersifat Khusus
kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana dari APtsD
I(abupaten Purworejo Tatrun Anggaran ........ yang diterima olett Femerintah Desa
.... Kecamatan .., IGbupaten Pumrroejo scbesar Rp.......'(.....) akan
untuk sarana dan prasarana Desa berupa

......, untuk itu kerni ssngguP;
l. membuat berita acsra per,yaluran dan pcnggunaan atas Dana Bantuan

Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan
Sarana dan Prasarana dari APtsD Kabupaten Rumorejo Tahun Anggaran ........
setelah dana dicairkan;

2. menyalurkan/ menyeratrkan dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus
k€pada Pemerintah Desa untuk peningkatan Sarana dan Prasarana dari APtsD
I(abupaten Rrrworejo Tahun Anggaran ........ kepada Pelalcsana kegatan
sesuai Rencana Anggaran Biaya dan ketentuan yang berlaku;

3. sanggup merealisasikan anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya
(RAB) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa
untuk Feningfatan Sarana dan Prasarana dari APtsD l(abupaten Purworejo
Tahun Anggaran ......., s€rta mempertanggungiawabkan pelaksanaan kegiatan
SrJ-:ra:!

tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. jawab secara hukum apabila dalam kegiatan yang

dibiayai dari dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Ktrusus kepada
Pemerintah Desa untuk sarana dan prasarana dari APtsD

Rrrworejo Tahun Anggaran terjadi yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundangan; dan

5. membuat laporan penggunaan Bantuan Keuangan yang
Bcrsifat Khusus kepada Pemerintah Desa unhrk sarana dan
prasarana dari APtsD Kabupaten Rrnrorejo Tahun Anggaran ........ yang
diterima Femerintah Desa ... ..... I(abupaten Rrrworejo dan
disampaikan kepada Bupati Purc,orejo c.q. Kepala Badan ..... Ihbupaten
Rrrworejo deng;an tembusan kepada IGpala Dinas .... I(abupaten hrrworejo
dan Carnat setelah kegiatan selesai, paling lanbat tanggal 10 Januari tahun

fisik/ teknik dan hukum dengan Laporan

G



Demikian Burat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan
sehat, sadar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak tnanapun, unttrk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinnya.

Rusrcrejo,
KEPAI,A DESA

Metsai
Rp1O.NO

ttd dan cap
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E. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTI,AK PEI,AKSANA KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURWORF^IO
KECAMATAN

DESA
Ala:md

SURAT PERI,IYATAAN
KESANGGUPAN DARI PEI,AKSANA KEGIATAN

ATAS PENGC}UNAAN DANA BAI'ITUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UMUK

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.,ANJA DAERAH

KABUPATEN PURWORDIO TAHUN ANGGARAN ........
NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Pekerjaan :

Jabatan : Pelaksana Kegiatan
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dana Bantuan Keuangan
yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa unhrk Peningkatan Sarana
dan Prasarana dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran ........
yang diterima Pemerintah Desa ,... Kecamatan ,.. Kabupaten Punrorejo
sebesar Rp....,OO (... rupiah), akan digunakan untuk peningkatan sarana
dan prasarana Pemerintah Desa Kecamatan I(abupaten
Purworejo berupa ......, untuk itu kami sanggup:
1. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran dan biaya

(RAB) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah
Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana dari APBD Kabupaten
Purworejo Tahun Angaran ........yang telah kami buat dan disetujui;

2. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana Banfiran
Keuangan dimaksud secara transparan, tertib administrasi, tepat
sasaran, tepat waktu dan tepat mutu; dan

3. melaporkan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan kepada Kepala
Desa secara periodik.

Demikian suxat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran
dan tanggung jawab dan guna seperlunya.

Mengetahui: Pelaksana Kegiatan,
Kepala Desa

ttd dan cap
Meterui

&1O.OO0
ttd dan cap

@
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F. BERITA ACARA ATAS HASIL VERIFII(ASI DAN EVALUASI PERSYARATAN
PERMOHONAN PEI,IYALURAN BANTUAN KEUANGAN

KOP KECAMA'TAN

BERITAACARA
HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI BERKASI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERIMAH DESA UNruK KEGIATAN PENINGKATAB SARANA DAN

PRASARANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH
KABUPATEN PI.JRWORE.IO TAHUN ANGGARAN ......
DESA.,.......... KECAMATAN

KABUPATEN PI,JRWORAIO
NOMOR:

Pada hari ini ......... tanggal bulan ......... tahun dua ribu ..........,
bertempat di Ruang ... berdasarkan Keputusan
Cemat .................. Nomor: tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan
Evaluasi Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan yang Bersiliat Khusus
kepada Penerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana dari APtsD
Kabupa.ten Purworejo Tahun Anggaran ....., IGcamatan ... telah melaksanakan
rcrifikasi dan evaluasi terhadap berkas persyaratan
Bantuan Keuangan yang Bcrsifat Khusue kepada Pemerintah Desa untuk

Sarana dan Prasarana dari APtsD
........ untuk Desa .................... h.a.sil

Rrrnrcrejo Tahun
bmikut:

HASIL
NO UNSURYANG DIPERIKSA

Surat dana Bantuan
Keuangan ditanda tangani Kepala Desa dan
distempel basah serta diketahui CF nat

Kuitansi tanda terima Bantuan Keuangan
ditandatangani Kepala Desa dan Kepala Urusan
Keuangan distempel basah bermeterai cukup;
Fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa,
dilegalisir pejabat bank yang benrenang

Peraturan Desa t€ntang APtsDesa atau peraturan
Desa tentang Perubahan
anggamn berteenaan)

APBDesa (tahtn

Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan
bantuan keuangan untuk kegiatan peningkatan
sarana dan prasarana yang dicetak dari aplikasi
sistem Desa
Gambar teknis konstruksi yang disetujui oleh
unit pelaksana teknis perangkat daerah yang

ADA/
TIDAK

3

5

6

I

2

4

8.

(lengkap,
benar dan

(lengkap,
benar dan

(lengkap,
benar dan

(lengkap,
benar dan

(lengkap,
benar dan
sah)

(lenglap,
benar dan
sah)

(lengkap,
benar dan

flengkap,
benar dan
sah)

7 Surat
Desa

pekedaan umum, jika kegiatan
serana dan prasarana berupa

konstrukei
pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala
atas penggunaan Bantuan lGuangan tahun

anggaran berkenaan, beraeterai cukup
Surat pemyataan tanggung jawab muflak kepala

urusan selaku pelaksana
anggaran scsuai tugas dan fungsi atas
penggunaan dana Bantuan IGuangan, bermeterai
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NO NAMA JABATAN
KEDUDT'KAN
DAI.AMTIM

TANDA
TANGA}

1 Camat Penanggung
Jawab

2 Sekretaris Kecamatan ... Ketua
3 Kasi......... Sckretaris

Anggota4 Kasi/ Staf ...
5 Kasi/ Staf ... Anggota

Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana tersebut di atas
dinyatakan lengkap, benar dan sah serta memenuhi syarat, untuk
selanjutnya dapat dljadikan sebagai dasar pertimbangan dalam
rekomendasi pencairan Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus
kepada Pemerintah Desa untuk Peningfuatan Sarana dan Prasarana dari
APBD Kabupaten Puvorejo Tahun Anggaran

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN ....,
KECAMATAN T4HUN........
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G. REKOMENDASI CAMAT ATAS HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI
PERSYARATAN PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURWORE.IO
KECAMATAN

Alamato

REKOMENDASI
ATAS HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI PERSYARATAN PERMOHONAN

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMNGKATAN SARANA DAN

PRASARANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA DAERAH
KABUPATEN PURWORE.'O TAHUN ANGGARAN ...,..

DESA.DESA DI KECAMATAN
NOMOR

Yang bertanda tangafl di bawah ini:

Nama :

Pangkat/Golongan :

NIP :

Jabatan : Camat

Menyatakan bahwa:
1. Kami telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan

permohonan penyaluran Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat
Khusus Kepada Pernerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan
Prasarana dari APBD l(abupaten Pumronejo Tahun Anggaran .... yang
diajukan Pemerintah Desa...., Desa... dan Desa...;

2. Felaksanaan verifikasi dan evaluasi tersebut di atas mendasarkan pada
Peraturan Bupati Purworejo Nomor ,.. Tahun ... tentang Pedoman
Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada
Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana serta
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; dan

3. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan
permohonan penyaluran dana Bantuan Keuangan yang Bersifat
Khusus Kepa.da Pernerintah Desa untuk Feningkaten Sarana dan
Prasarana dari APBD Ikbupaten Purworejo Tahun Anggaran .........
telah dinyatakan lengkap, benar dan sah sesuai ketenhran yang
berlaku serta memenuhi syarat untuk pnoses pencairan, maka dengan
ini kami rckomendaeikan batrwa Desa sebagaimqna terlampir SITDAH
LAYAK SALI'R.
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Demikian rekomendasi ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Purworejo

CAMAT

ttd dan cap

Pangkat
NIP .....................
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DAFTAR NAMA DESA DI KECAMATAN .... YANG TELAH I,AYAK SALUR
DANA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS U}ITUK

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BEI,ANJA DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO

TAHUN ANGGARAN

NO. DESA
JUMI,AH

PENGAJUAN DANA
(RP)

HASIL
VERIFIKASI

I lengkap, benar
dan Sah

2 lengkap, benar
dan Sah

3 lengkap, benar
dan Sah

4 lengkap, benar
dan Sah

5 lengkap, benar
dan Sah

6 lengkap, benar
dan Sah

dst

JUMI.AH

CAMAT

Pangkat
NIP .....................
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H. BERITA ACARA ATAS HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN PERMOHONAN
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

PEMERII'IIAH KABUPATEN PURWORE.IO
DINAS........

Alamat : ...................G

NO
ADA/
TIDAK

HASIL
PEMERIKS.TqANUNSUR YANG DIPERIKSA

1 Surat Permohonan Penyaluran Dana Bantuan
Keuangan ditanda tanggni IGpala Desa dan
distemDel basah serta diketahui Camat

(lengkap, benar
dan sah)

2 Kuitansi tenda terima Bantuan Keuangan

Fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa
dilegalisir pejabat bank yang berwenang

Kepala Desa dan Kcpala Urusan
basah bermeterai

(lengkap, benar
dan sah)

(leng[ap, benar
dan sah)

3.

BERTTA ACARA
IIASIL VERIFIKASI BERKAS PERMOHONAN

PENYALI.'RAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT K}IUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESAUNTT'K KEGIATAN PEMNGKATAN SARANA DAN

PRASARANA DARIANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.,ANJA DAERAH
KABUPATEN PUHN'ORE.'O TAHI'N ANGGARAN,.....

DESA-DESA DI KECAMATAN KABUPATEN PI,'RWORAIO
NOMOR:

Pada hari ini ......... tanggal bulan ......... tahun dua ribu ..........,
bertempat di Ruang ... berdasarkan Keputusan Kepala

Tim Veritrkasi
Permohonan Bantuan Keuangan yang Bersifat Ktrueus lGpada
Pemerintah Desa untuk peningkatan Sarana dan Prasarana dari APtsD Ikbupaten
Purrorejo Tahun Anggaran ...... telah melaksanakan verifikasi terhadap berkas
persyaratan permohonan perryaluran Bantuan Keuangan dimaksud dari APtsD
Kabupaten Purrrorejo Tahun Anggaran .... untuk Femerintah Desa ....................
Kecamatan .,...,... hesil gi berikut:

Peraturan Desa tentang APtsDesa atau Peraturan
Desa tentang Perubahan APBDesa (tahun

Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan
bantuan keuangan untuk peninglratan sarana
dan prasarana yang dicetak dari aplikasi sistern

Gambar telnris konstruksi yang disetujui oleh
unit pelaksana teluris peranglat daerah yang

pemyataan tanggung jawab muflak Kepala
Desa atas p€f,rggunaan Bantuan Keuangan tahun

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak

pengunaan dana Bantuan IGuangan, bermeterai

4

5.

6

7

8.
seksi/kepala urusan selaku pelaksana kegiatan

Surat

berneterai

atas

Desa

konstrukei

(lenglrap, benar
dan sah)

(lengkap, benar
dan sah)

(lengkap, benar
dan 8ah)

(lenekap, benar
dan sah)

(lengkap, benar
dan sah)

pekerjaan umum, jika Kegiatan
Sarana dan Prasarana berupa

anggaran seguai tugas dan
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9 berita acara atas hasil verifikasi dan evaluasi
persyaratan permohonan penyaluran Bantuan
Keuangan dari Camat

(lengkap, benar
dan sah)

10. rekomendasi Carnat atas hasil verifikasi dan
evaluasi persyaratan permohonan
Bantuan Keuangan

(lenglap, benar
dan sah)

NO NAMA JABATAN
KEDUDUKAN
DAI.AMTIM

TANDA
TANGAN

I Icpala Dinas ... Penanggung
Jawab

2 Sekretaris Dinas ... Kehra
3 Kepala Bidang ..... Sekretaris
4 Staf Anggota
5 Staf Anggota

Hasil verifikasi sebagaimana tersebut di atas dinyatakan lengkap, benar dan
sah eerta memenuhi syarat, unhrk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar
pertimbangan dalam rekometrdasi penyaluran dana Bantuan Keuangan yang
Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk neningkatan Sarana danr
Prasarana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rrnrorejo
Tahun Anggamn

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk
daFat dipergu.nakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGANYANG
BERSIFAT KHUSUS XEPADA PEMERINTAH DESA IJNTUK PEMNGIGTAN SARANA

DAN PRASARANA DARI ANGC}ARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH
KABUPATEN PIJRWOREJO TAHUN ANGGARAN ..........
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I. REKOMENDASI ATAS HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN PERMOHONAN
PET.IYALURAN BANTUAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURWORE'O
DIN4S........

Alamat

REKOMENDASI
ATAS HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN PERMOHONAN

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERIIVTAH DESA I,JNTUK PEMNGKATAN SARANA DAN PRASARANA

DARI ANCIGARAN PENDAPATA}I DAN BEI,ANJA DAERAI{
KABUPATEN PURIT'OREIO TAHUN ANGGARAN ......

DESA.DESA DI KECAMATAN KABUPATEN PURWORAIO
NOMOR:

Yang bertandatangan di bawah ini:

Narna
Panglat/Golongan
NIP
Jabatan Kepala Dinas ......

Menyatakan bahwa:
4. Kami telah melakukan verifkasi terhadap persyaratarl permohonan

penyaluran dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Ktrusue Kepada
Pemerintah Desa untuk peningkatan Sarana dan Prasarana dari APBD
I(abupaten Pu::rorcjo Tahun Anggaran .... yang diajukan Pemerintah Desa-
Desa di Kecamatan ...;

5. Pelaksanaan verifkasi tereebut di atas mendasarLan pada Peraturan
Bupati Rrrrrorejo Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan
Bantuan Keuangan yang Bersifat Ktrusus Kepada Pemerintah Desa untuk
Peningkatan Sarana dan Prasarana serta ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya; dan

6, Berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratsn permohonan perr5raluran
Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Ktrusus Itcpada Pemerintah Desa
untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana dari APBD Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran ......... telah dinyatakan tengkap, benar dan sah sesuai
ketentuan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk proses pen5raluran,
maka dengan ini kami Rekomendasikan bahwa Desa eebagaimana
terlanpir ST DAE LAYAB' SALIrR"

Demikian rekomendasi ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan
sebe gairns1s pestinya.

hrrworejo,

KEPAI"A DINAS

Pembina...
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DAFTAR NAMA DESA YANG TEI,AH I"AYAK SALUR
DANA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
I(ABUPATEN PURWORE.'O TAHUN ANGGARAN

Kepala Dinas

Pangkat
NIP

NO. DESA
JUMIAH

PENGAJUAN
(RP)

HASIL
VERIFIKASI

1 lengkap, benar
dan sah

2 kng!<ap, benar
dan sah

3 kngkap, benar
dan sah

4 kngkap, benar
dan sah

5 kngkap, benar
dan sah

6 Lengkap, benar
dan sah

dst

JUMI,AH

t BUPATI PUR\VORE"'O,I

AGUS BASTIANr
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